PUTUSAN
Nomor : 19/G/2018/PTUN.KdI

"
«DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA EBA

- dan
pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus

rtama dengan acara blasa

menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pe

telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam sengketa antara ;

Drs. ISWAHYUDIN, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Bartempat tinggal di Desa

Punggomasi, Kecamatan Asera,
Tenggara, Pekerjaan Pegawal Negerl

Kabupaten Konawe Utara

Provinsi Sulawesi

Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ;-

memberikan Kuasa Hukum kepada
IWAN, S.H,

Dalam hal ini

" H MOH ADNAN, SH, MH. dan

keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pengacara/Advokat, Berkantor di LAW FIRM ADNAN

TANGIM, IWAN & Partners Advocates & Legal Consultants,

beralamat di Jalan Bunggasi BTN Multi Graha Blok O No. 03

Kelurahan Wundubatu, KecamatanPoasia, Kota Kendari,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-

011.AT&P/SKK. TUN/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 j———

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

BUPATI KONAWE UTARA, Bertempat kedudukan di Jalan Poros Trans Sulawesi,

Kelurahan Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi

Sulawesi Tenggara ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :
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‘g 4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendarl Nomor : 10/PEN-

DIS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni 2018, tentang Lolos Dismissal ;

penetapan Ketua Pengadilan Tala Usaha Negara Kendarl Nomor : 18/PEN-

MH/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.KdI |
surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 19/PEN-PPJS/2018/PTUN.KdI, tanggal 7

Juni 2018 ;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni

2018, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 11 Juli

2018, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum |

6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN/2018/PTUN.Kdi, tanggal 25 Juli 2018

tuk
tentang Pemberitahuan kepada atasan Tergugat (Gubernur Sulawes| Tenggara) untu

memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Konawe Utara) untuk hadir pada persidangan

1986,
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Berkas Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.Kdi,
enggugat dan mendengar

i keterangan Para Pihak j-————=—"""
8. Telah mebaca bukti P

TENTANG DUDUK SENGKETA

v |

i rkan di Kepaniteraan Penga ‘ g
e 018/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada

2018 dengan register Perkara Nomor : 19/G/2

Sidang Pemeriksaa

" sebagai berikut ;

Obyek Sengketa adalah : .

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, tentang
{ Keputusa =

& Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator
E; Pe .

4‘ Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara : Khususnya dalam daftar lampiran
E" Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 2 dari 38 halaman
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Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor

: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ;pada
nomor urut 1 atas namaDrs. Iswahyuddin, M.Si, , NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat /
golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan baru Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe

Utara ; dan pada nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si.,, NIP. 19600403 198112 1 009,
pangkat / golongan ruang Pembina Tk.| IV/b, jabatan lama Pit. Kepala Dinas Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Konawe Utara, jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesra Kabupaten Konawe Utara ;

. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN / DISERAHKAN DALAM
TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.
Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendaritelah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun
1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986
tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus

diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan,

diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa ;

Peggugat baru menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Obyek sengketa
tersebut diatas pada tanggal 20Mei 2018berdasarkan informasi yang diberikan oleh

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Utara, maka tidak ada halangan

bagi gugatan ini untuk dapat diterima ;

Il. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Rl No 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahanmendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara
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adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang benisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ;

. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Bupati

Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 adalah sebuah

keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak

dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

3. Bahwa Bupati bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di kabupaten. Dengan
demikian,nyatalah bahwa Bupati adalah ‘badan atau pejabat tata usaha negara”
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-UndangNo. 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2
April 2018 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2

April 2018 bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

« Bahwa Surat Keputusan Tergugata quo bersifat konkrit karena  objek yang

disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-

nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyek hukumnya”;—
~ «» Bahwa Surat Keputusan Tergugata q&f‘t}&sifat individual karena tidak ditujukan

untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama

Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
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- Bahwa Surat Keputusan Tergugataquo telah bersifat final karena ftidak lagi
memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun

vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut telah bersifat definitif dan

telah menimbulkan akibat hukum;
» Bahwa Surat Keputusan Tergugata quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni
Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya
sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara dan
jabatan baru Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanpa alasan dan

prosedur berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku ;

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti,
dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a guo dan menganggapnya
sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

19886 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara”;

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di
atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang yurisdiksinya mencakupi tempat

kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah

berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam

Surat Gugatan ini ;
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1. KEPENTINGAN DIAJUKAN GUGATAN

;;-j
Bzshwa kepentingan gugatan ini diajukan oleh Penggugat atas nama Drs. Iswahyuddin,
M.Si,NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda
IVickarena jabatan Penggugat telah diturunkan / dinonjobkan semula jabatan lama
sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara
berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 408 tahun 2016 tanggal 30

Desember 2016menjadi Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sejak

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2
April 2018, dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon I-B
sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, kemudian
diturunkan / dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe
Utaratanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum,
ketentuan dan aturan yang berlaku jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik

secara moril, karier maupun secara materil; Sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1)

UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara :

* Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan/atau direhabilitasi ” ;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2

April 2018 tersebut juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

yang baik, yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tidak

menyalagunakan kewenangan dan asas kecermatan ;
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| DUDUK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diPemerintahan Daerah

i a
KapubatenKonawe Utara, eselon [I-B dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utam

Muda IV/c, jabatan lama sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten

Konawe Utara berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 408 tahun 2016

tanggal 30 Desember 2016, dan sekarang diturunkan / di nonjobkan sebagai Staf
Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sejak Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan
prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku ;--——-——"""""

Demikian bahwa selama dalam jabatan struktural sebagai Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara tersebut, Penggugat telah
sanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya

melak
rinsip kode etk dan prilaku, komitmen dan

dengan berlandaskan pada prinsip-p

bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi ;

or
2. Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nom
- 123 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan
tikan Penggugat dari jabatan struktural eselon II-B sebagai Asisten Bidang

memberhen i
n Konawe Utara dan diturunkan/ dinonjobkan

Pemerintahan dan Kesra Kabupate

tariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanpa sebab, alasan,

sebagai Staf Sekre
an
pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang

at Jaimin, S.Si. menggantikan Penggugat ;

berlaku serta mengangk
usan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2

" 3. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keput
April 2018, dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon II-B
sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, kemudian

diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara

tersebut tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, serta mengangkat Jaimin,
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S.Si. menggantikan Penggugat, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik

secara moril, karier maupun secara materil; Sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1)

UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara :

* Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertal tuntutan

ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural sebagai Asisten Bidang Pemerintahan

dan Kesra Kabupaten Konawe Utara adalah hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil

an ruang Pembina

Negara / Pegawai Negeri Sipil eselon II-B dengan pangkat/golong

Utama Muda IV/c, dimana Penggugat telah melaksakan tugas, fungsi dan tanggung
an dari jabatan struktural

jawab jabatan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberhentik

tersebut oleh Tergugat tanpa sebab, aiasan. pelanggaran dan prosedur yang

dian
berdasarkan hukum sera ketentuan dan aturan Yyang berlaku, kemudt

sebagai sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe

diturunkan/dinonjobkan

Utara ;
4. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Ta:un
2018 tanggal 2 April 2018 yang memposisikan Penggugat seolah-olah telah melaku ar:
pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktura
eselon II-B sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara,

n/ dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe

kemudian diturunka ‘ *
Utara tersebut menimbulkan presenden buruk, beban moral dan psikologis yang am
ara

yang merupakan pembunuhan karakter dan karier Penggugat

berat bagi Penggugat,

kedepan, dimana Penggugat kehilangan karier eselon II-B, sebagai jenjang karier untuk

dapat naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompotiter atau
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dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping ity masa kerja

Penggugat akan menjadi lebih singkat :

Demikianpula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut Penggugat sejak bulan

April 2018 kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural
: eselon 1I-B dan honor-honor jabatan setiap bulannya serta kehilangan fasilitas jabatan
’ sebagai pejabat struktural eselon I1-B ;

. 5. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal2 April 2018,
* tersebut dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon II-B
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara kemudian

diturunkan/ dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara

s e

tersebut tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum,
E ketentuan dan aturan yang berlaku serta mengangkat Jaimin, S.Si. menggantikan

Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun

2014, tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis

- yang menjadi dasar penetapan Keputusan”.

Hal ini karena konsideran Pertimbangan Keputusan Tergugat tidak diberi alasan

perfimbangan yuridis sebagai landasan yang menjadi dasar ‘pertimbangan hukum

kewenangan dan dasar hukum substansi, pertimbangan sosiologis sebagai landasan

yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis sebagal

landasan yang menjadl dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan, dan

setiap keputusan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan asas-asas umum pemenntahan yang baik AUPB sebagaimana maksud Pasal 8

"

‘a'y.r'at (1) IUU N&Qﬁo Tahun_2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut ;

‘ Se‘hap Keputusan dan/atau  Tindakan ~waijib berdasarkan ketentuan peraturan

S perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)".
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Dan Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai

berikut :

“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3)
dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan “.

Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tidak disertal

i i rundang-
dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan syarat-syarat peraturan pe d

undangan yang berlaku dan keputusan Tergugat tersebut juga saling bertentangan atau

iran
kontradiktif antara konsideran keputusan, penetapan keputusan dan daftar lamp

keputusan ;

Hal ini disebabkan karena dalam satu Keputusan Tergugat terdapat dua perbuatan

i t
hukum didalamnya yakni pemberhentian dan pengangkatan yang seharusnya dibua

secara tersendiri-sendiri, karena masing-masing memiliki latar belakang dan dasar

hukum sebab akibat yang berbeda ;

Demikian dapat dilihat jika memperhatikan konsideran Keputusan Tergugat pada
bagian menimbang huruf &, dan huruf b, diuraikan sebagai berikut : “bahwa Pegawafi
Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini,
mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan

dianggap cakap,
sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.

hukumnya ternyata dalam daftar lampiran Keputusan Tergugat tersebut pada
a

Fakt |
an pengangkatan jabatanyang dilakukan Tergugat sebagai

nomor urut 1 bukan tindak
ksud tentang pengangkatan jabatan / mutasi dalam Paragraf 7, Pasal 73 uu

mana dima |
tur Sipil Negara, dan bukan pengangkatan jabatan

No 5 Tahun 2014 tentang Apara
dilakukan oleh Tergugat, tetapi yang dilakukan adalah tindakan pengsoliman,
yang

pembunuhan karakter dan karier Penggugat dengan menurunkan Penggugat dari

jabatan struktural dan menonjobkan Penggugat ;
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Bahwa tindakan Te
rgugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2

April 2018, denga
9an memutuskan dan menetapkan memberhentikan Penggugat dengan

hormat, se -
rta mengangkat Jaimin, S.Si. menggantikan Penggugat, jelas telah

rtenta
bertentangan dengan Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, sebagai berikut :

(1). PNS diberhentikan dengan hormat karena -
a. meninggal dunia
b. atas pemintaan sendiri
C. mencapai batas usia pensiun
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas

dan kewajiban ;

(2). PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ;

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan

pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;

Hal ini karena Penggugat diberhentikan Tergugat dengan hormat tanpa sebab, alasan,

elanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang
P

perlaku, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai sebagai Staf Sekretariat Daerah

Kabupaten Konawe Utara ;

Penggugat pukanlah terpidana yang dikenai hukuman penjara dan Penggugat juga
e

tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berat yang memaksa Penggugat
harus diberhentikan dengan hormat dari jabatan struktural tersebut pada tanggal 2 April

2018, sebagai mana dimaksud Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang
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Aparatur Sipi

p 'Pll Negara tersebut di atas jo PPNomor: 53 Tahun 2010 fentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil dan juga tidak memenuhi syarat pemberhentian darl jabalan
struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemarintah No.100 fahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawal Negeri Sipll Dalam Jahatan SIrUKIUFA jeessessooezmrzans

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggl 2
April 2018 dengan memberhentikan Penggugat darl Jabatan strukiural tanpa sebab,
alasan, pelanggaran disiplin dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan
aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku incasu Peraturan Pemerintah No,53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal
Negeri Sipil, serta mengangkat Jaimin, S.SI. menggantikan Penggugat, jelas tolah
bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Tahun
2002, sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena !

a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.

b. mencapai batas usia pensiun.

c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

e. cuti diluar tanggungan Negara, keguali cuti di luar tanggunan Negara karena
persalinan.

f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

g. adanya perampingan organisasi pemerintah.

h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau.

i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal ini karena Penggugat selaku pejabat struktural diberhentikan dari jabatan struktural
bukan atas dasar memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana maksud Pasal 10 PP
No.100 Tahun 2000 jo PP No.13 Tahun 2002 tersebut di atas dan atau karena

melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud PP No.53 Tahun 2010
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< tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi keputusan Tergugat memberhentikan

Pergangsl Bk, diduga lebih pada konflik kepentingan dan tindakan
kesewenangwenangan Tergugat yang tidak berdasarkan pada Peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 9

ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 4 ayat (1)

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Demikianpula pemberhentian Penggugat tersebut bukan untuk diangkat dalam jabatan
struktural lain atau jabatan fungsional, tetapi Penggugat diturunkan kefingkat yang
paling rendah atau dinonjobkan ; Jelas bahwa tindakan Tergugat memberhentikan
Penggugat tersebut, tidak berdasar menurut hukum, dan mengabaikan asas legalitas

yang mengedepankan dasar hukum dalam mengambil sebuah keputusan atau

penetapan sebagaimana dimaksud Pasal huruf (a) UU No.30 Tahun 2014 ;

Dan mengabaikan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang

telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 45 :
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan waijib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ™.

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
“Tiap-

kemanusiaan “.

Pasal 28D ayat (1) UUD 45:

iami i i kum
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hu
“Setia

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum *.

tindakan Tergugat mengeluarkan, Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2

8. Bahwa L
April 2018 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan strukiura
p -
menurunkan/menonjobkan Penggugat hanya sebagai Staf Sekretariat Daerah
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Kabupaten
p Konawe Utara, serta mengangkat Jaimin S.Si,, menggantikan Penggugat
jelas telah bertentangan dengan Pasal 7A, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut :

"Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan
struktural setingkat lebih tinggi dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih

didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang

Presiden “.

Hal ini karena ternyata Penggugat sebagai pejabat struktural eselon [I-B dengan
pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c seharusnya diberhentikan untuk
diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setidak-tidaknya
dipindahkan atau dimutasi pada jabatan struktural yang setara dengan jabatan semula,
tetapi malah justru Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan
dan pelanggaran disiplin apapun, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf
Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang berakibat pada hilangnya jaminan

kepastian arah pengembangan kerier Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat

(1) PP No.100 Tahun 2000, sebagai berikut :

“Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier

dengan keputusan Presiden “.

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2
April 2018, dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural kemudian
menurunkan/ menonjobkan Penggugat, tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang .
jelas, telah bertentangan dengan lampiran Keputusan BKN No.13 Tahun 2002
tentangKetentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002,

pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sebagai berikut :
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10.

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

“Untuk  menjamin - pembinaan Kavier yang  sehal,  pada prinaipoyi TI0AK
DIPERBOLEHKAN PERPINDALAN IABATAN STRUIKTURAL DARI L ON (AN
LEBIH TINGGI KE DALAM FRELON YANG |ERIH RENDAIT .

Hal ini karena keputusan Tergugal memhberhaniikan Feangougal dar jiahalan skl
eselon I-B dan diturunkan pada abalan Blaf Gelrelarial Daeral Kahupatan Konawe
Utara tersebut, tidak hanya sekedar dipindahisan kejahatan asalon yanglehil rendal,

tetapi lebih parah lagi dari itu dengan memalikan/menghilangkan karlar jabalan elon

Penggugat ; - RS e

Bahwa tindakan Tergugal mengeluarkan KKeputusan Nomor | 124 Tahun 2016 tanggal 2
April 2018tentang Pengangkatan Pejabal Jabatan Pimpinan Tinggi Pralama dan
Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupalen IKonawe Ulara  dengan
memberhentikan Penggugat darl Jabalan sluklural sebagal  Asisten  Bidiang
Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Ulara kemudian dilurunican / dinonjobkan
sebagai Staf Sekretarial Daerah Kabupaten Konawe Ulara tersehul lanpa sebab,
alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, kelentuan dan aluran
yang berlaku serta mengangkat Jalmin, §.8I. menggantikan Penggugal, (8lah

bertentangan pula dengan asas-asas umum pemeriniahan yang baik, Yakn| jessasazzanaasa

a. Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mangutamakan landasan

peraturan perundang-undangan, kepatulan dan keadilan dalam setiap kebljakan

penyelenggaraan pemerintahan | S s

Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2010 tanggal 2 Aprll
2018tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-tindangan
yangberlaku, dimana tindakan pemberhentian Penggugal darl Jabatan struktural
tidak sesual dengan prosedural yang lelah dllelapkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan Juga telah mengabalkan aaae lagallas dan ases

perlindungan terhadap hak asasl manuala yang dijamin olah UUD 1048 jeeeseeszamez

halaman 15 clarl 38 halaman
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b. Asas Keterbukaan, asas yang melayani dan membuka diri terhadap hak masyarakat

- iui idak
untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, Jujuf: dan-f

. Bl . ikan
diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhati

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara "

April
Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 Ap

i kan
2018 telah mengabaikan hak asasi pribadi Penggugat dengan melaku

i aksi 9
pembunuhan karakter dan karier Penggugat dan mengabaikan rencana

i mosi
program percepatan reformasi birokrasi, yakni diantaranya program system pro

isian | secara
PNS secara terbuka dengan melakukan pengisian jabatan yang lowong

R

kompetitif dengan didasarkan pada system merit ;

ji tiap Badan
c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap

a untuk
danfatau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakankewenanganny

i i i an tujuan
kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai deng i

i i nakan,
pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgu

dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;
il
Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 Apri

2018 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak

ewenangwenang dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tanpa
S

sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan menurunkan/menonjobkan

Penggugat ;——

d. Asas Kecermatan pahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan

da informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan
pa

dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau |
a |

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan

danfatau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat dalam
mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tidak
dilakukan secara cermat, dimana Keputusan memberhentikan Penggugat dari
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2 jabatan stry
< Ktural eselon 11-8 tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin, jelas

bertentan
gan dengan Peraturan perundang-undangan berupa PP No.100 tahun

2000 t
entang Pengaﬂgkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan

menurunkan/menonjobkan Penggugat, lebih pada tindakan sewenangwenang yang

didasari pada konflik kepentingan ;

11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal
2 April 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan
Jabatan ~ Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta
mengangkat Jaimin S.Si. menggantikan Penggugat, telah bertentangan dengan
Peraturan Perundangundangan yang berlaku yakni Pasal 27, ayat (1) ayat (2) dan
Pasal 28D UUD 1945 ; jo Pasal 5 huruf (a), Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) UU
No.30 Tahun 2014 ; jo Pasal 73, Pasal 87 Uu No.5 Tahun 2014; jo Pasal 250 ayat (1
UU No.23 Tahun 2014 ; jo Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) PP No.100 Tahun 2000 ; jo
Pasal 7A PP No. 13 tahun 2002 ; jo Permenpan & RB No.13 Tahun 2014 ; jo
Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 dan bertentangan pula dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian Hukum, asas Keterbukaan, Asas tidak
menyalahgunakan kewenangan, asas kecermatan ; (vide Pasal 53 ayat 2, huruf a, b

UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 jo UU Na.5 tahun 1986 jo Pasal 10 UU

No. 30 Tahun 2014) ;

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun
2018 tanggal 2 April 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut, berdasar dan
beralasan hukum jika Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018

khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 1 atas nama Penggugat,

dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;

Sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU

No.30 Tahun 2014 ;
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Sehin i : i
enhingga secara mutatis mutandis Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April
2018 yang sama tersebut, khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 2 atas

nama Jaimin S.Si. patut dan beralasan hukum pula dinyatakan Batal atau Tidak Sah

menurut hukum ;--—-

13. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk
merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang
setara/setingkat dengan jabatan semula, sebagaimana dimaksud Pasal 121 UU No.5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 ;-

Demikian patut dan beralasan hukumpula jika Tergugat dihukum untuk membayar
ganti rugi kepada Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan
struktural eselon I1-BRp. 2.025.000 ,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan honor-
honor jabatan yanh diakumulasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

sebagaimana dimaksud Pasal 120 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negarajo 53 ayat 1 UU No.9 Tahun jo PP No. 43 Tahun 1991 ;

14. Bahwa dari uraian hukum dalam gugatan Penggugat, telah jelas dan nyata telah

sesuai pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
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%

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik ;

Demikianlah, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan
segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya dalam perkara ini sebagai berikut :
DALAM POKOK SENGKETA / PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun
2018 tanggal 2 April 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara :
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun

2018 tanggal 2 April 2018 ; pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si, ,

NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c,
jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara,
jabatan baru Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan pada nomor urut 2
atas nama Jaimin S.Si., NIP. 19600403 198112 1 009, pangkat / golongan ruang
Pembina Tk.I IV/b, jabatan lama Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Konawe Utara, jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten

Konawe Utara ;—

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor

. 423 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Utara : Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ; pada nomor urut 1 atas nama Drs.
lswahyuddin, M.Si, , NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina

Utama Muda IV/c, jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten
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Konawe Utara, jab
Jabatan bary Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan

pada nomor urut ;
2 atas nama Jaimin S.Si., NIP. 19600403 198112 1 009, pangkat /

olongan ruang P - :
g 9 Pembina Tk | IVIb, jabatan lama PIt. Kepala Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kabupate :
¢ Paten Konawe Utara, Jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Kabupaten Konawe Utara :—__.

. Menghukum ilitasi

4 g Tergugat untuk merehabiitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula
atau pada jabatan Yang setara atay setingkat dengan jabatan semula ;-—-------——--—-
Mengh

5. ghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat atas
kehilangan pendapatan jabatan struktural eselon II-B dan honor jabatan sebesar
Rp.5.000.000 (lima jutarupiah) ;

6.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;—

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah
hadir untuk mengajukan tanggapan atau jawaban meskipun 5 kali kesempatan untuk itu
telah diberikan secara patut oleh Pengadilan dan telah dipanggil Tergugat melalui atasan
untuk menaggapi gugatan dalam bentuk jawaban akan tetapi tidak menggunakan

kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan :

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga terkait atas nama

Jaimin, S.Si, tetapi yang bersangkutan tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil

secara patut ;

Mehimbang. bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan
Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi surat — surat yang telah
bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2

dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 123 Tahun 2018, tentan
! g

Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabat
an

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 20 darj 3g halaman,

i W

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 2

April 2018, dan daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 123 Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, khusus nomor urut 1.
atas nama Drs Iswahyuddin, M.Si. Jabatan lama Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, Jabatan baru Staf
Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, dan nomor urut 2 atas
nama Jaimin, S.Si. Jabatan lama PIt Kepala Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Konawe Utara, Jabatan baru Asisten Bidang

Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, (fotokopi sesuai

dengan aslinya ) ;
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 408 Tahun 2016,
tanggal 09 Janurai 2017 daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe
Utara Nomor : 408 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2016, khusus
nomor urut 1. atas nama Drs Iswahyuddin, M.Si. Jabatan lama
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe

Utara, Jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Kabupaten Konawe Utara, ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi
kesempatan secara patut sebanyak 5 kali, namun Pihak Tergugat pada tahap pembuktian

tidak pernah hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara patut baik lewat atasan

(Gubernur Sulawesi Tenggara) , maupun melaui surat tercatat via pos ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 10

Oktober 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018, sedangkan

pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan ;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah

tertuang dalam berita acara perkara Nomor 19/G/201 8/PTUN-Kdi, dianggap satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
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Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak menyampaikan apa- apa lagi dan mohon

putusan ;

- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat sebagaimana terurai

dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati
Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan
pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup pemerintahan Kabupaten
Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara
tanggal 02 April 2018 pada nomor urur 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip :
196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan
Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya
staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan nomor urut 2 atas nama Jaimin
S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang Pembina Tk.| IV/ib jabatan
Pit. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara (vide bukti P-1);-—

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

mengajukan Jawaban walupun sudah di panggil secara patut sebagaimana diatur dalam

pasal 72 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata

usaha negara. Berdasarkan Penetapan Ketua  Majelis Hakim  Nomor.

19/PEN/2018/PTUN.KDI. tanggal 25 Juni 2018 untuk mewajibakan Gubenur Sulawesi

untuk memerintakan kepada

Tenggara sebagai atasan Tergugat Bupati Konawe Utara

Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 1 agustus 2018 dengan agenda persidangan

jawaban Tergugat dan pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

mengajukan jawaban sebanyak 5 (lima) kali dan telah dipanggil secara patut dengan surat
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tercacat via pos namun Tergugat tidak mengunakan kesempatan yang di berikan oleh

Pengadilan (Surat Panggilan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum, Tergugat dalam hal ini
tidak memberikan Jawaban sebagaimana termuat di atas, maka dalam proses jawab

jinawab telah selesai dan akan di lanjutkan dengan agenda pembuktian para pihak

tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini maskipun

kesempatan diberikan kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun pada tahap

pembuktin surat / saksi tidak pernah hadir dan telah di panggil secarah patuh dengan surat

tercatat via pos (surat panggilan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan dalam sengketa ini
telah memenuhi persyaratan formal sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih
dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal Gugatan mengenai apakah objectum
litis -merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat mempunyai

kepentingan dalam mengajukan Gugatan a quo, dan apakah Gugatan Penggugat diajukan

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata
Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut

ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

dalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau

Negara a ;
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badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun

P
F .7 i)

di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfaku’;—---------------—-—==

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara
beradasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “suvalu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata, sejalan dengan pasal 87 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa (vide bukti P-1) maka dapat
diketahui bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Tergugat yaitu Bupati Konawe Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Bersifat konkret

karena tidak abstrak, tetapi berwujud berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor :

123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan
jabatan administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya
dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada
nomor urur 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat/
golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan Asisiten Bidang Pemerintahan
dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah
Kabupaten Konawe Utara dan nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip

196004031981121009 pangkat I golongan ruang Pembina Tk.I IV/b jabatan Plt Kepala
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, Bersifat individual karena tidak
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk atas nama Penggugat yaitu Drs.
Iswahyuddin, M.Si, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan

instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa

suatu hak dan kewajiban;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka obyek sengketa a quo

merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014, Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai
Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “orang afau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitast’,

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) fersebut merupakan
perwujudan dari asas dalam peradilan tata usaha negara yaitu poin d'interest poin d’action,
yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus
mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan TUN,

oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan TUN

tidak akan melahirkan hak untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, sejak tanggal 02 April 2018

dengan pemberhentian jabatan Struktural esol II-B sebagai Asisten Bidang Pemerintahan
dan Ksesra Kabupaten Konawe Utara di turunkan sebagai Staf Sekretariat Daerah

Kabupaten Konawe Utara, sangat merugikan baik secara moril, karier maupun secara

materil yaitu kehilangan Karier eselon II-B(vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa (vide bukti P-1), Penggugat

hak yang dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa a quo, oleh

merupakan pi
karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek
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sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai

dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang

waktu pengajuan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa obyek sengketa (vide bukti P1) diterbitkan pada tanggal 02 April

2018, sedangkan Gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2018 telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Juni 2018, maka pengajuan

Gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara kompetensi, Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang

menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebgaimana

terurai dalam duduk Sengketa perkara di atas ;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat dalam menerbikan Keputusan objek

sengketa (vide bukti P-1) yang terbitkan oleh Keputusan Bupati Konawe Utara Daerah

Sulawasi Tenggara, telah sesui ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa paermasalahan pokok yang
perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar penerbitan obyek sengketa berupa
Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tontang Pongangkatan
pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup
Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran
Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urur 1 atas nama
Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang
Pembina Utama Muda IVic, jabatan Asisiten Bidang Pomerintahan dan Kesra
Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten
Konawe Utara dan urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat /
golongan ruang pembina Tk. IV/b jabatan Pit Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Kabupaten Konawe Utara (vide bukli P-1), bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya ;—

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan Yyang
bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;-—---—-

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan menentukan ;--——---

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
Menimbang, bahwa dalam sengketa a qou, ketiga aspek tersebut merupakan dasar

pengujian bagi Majelis (toetsingsgronden) guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha

Negara yang yang di gugat tersebut sah (rechtmatig) atau tidak ;
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Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim terlebih  dahulu  akan

mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek

Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah

Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Pasal 14 Ayat (1) hurufd ;

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di sebutkan
bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
“Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
Jjabatan struktural eselon Il ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat

dengan jabatan strukiural eselon Il ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kofa™;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2003, yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Kabupaten/Kota adalah BupatiWalikota™ ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kanawe Utara, eselon II-B dengan Pangkat / Golongan Ruang Pembina
Utama Muda IV/c. Jabatan Lama sebagai Asisten Bidang Konawe Utara. Dengan

berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun
2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat keputusan

objek sengketa, dengan demikian dari aspek kewenangan untuk menerbitkan objek

sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
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A Neninbang, bahwa selaniutova Majelis Hakim akin mempertimbanglan dar aspek
Progadut Dan Subtanet penerbitan obiek sangketa leh Terguaal apaliali lelal sesial

Gehgal peratian perandangan undangan atau tdak aphagal herlkul | ===

Menimbang, bahwa yang  dimakaud dengan aspel prosedural farmal  adalah

ranghaian tata ketja vang betkaltan salil sama lain sehingoa menunjukian adanya HIE

urutan tahap demi tahap secaa [elan dan paall pala jalan yang haros ditempuh dalam

rangka pengambilan Keputugan Tata Usaha Negara oleh Dadan alau [ajabal Tals Usaha

.
NEQATER] sensmssansensasmnuasiimamaiaisammaiaim s

Menimbang, bahwa Penggugal adalah sebagai Aslelen Didang Pemerintahan dan
zgolon 110, kamudian

Kesra Kabupaten Konawe Utara dengan Jabatan Skruklural

Penggugat di berhentikan dengan tindakan Targugal yang talah mengeluarkan Gurat

Keputusan Nomor & 123 Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, Tentang Pangangkatan Jabatan

a dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kahupaten
\ sabagal Blaf Sekretariat daerah

Pimpinan Tinggi Pratam

Konawe Utara. Maka Penggugat di turunkan / dinenjobkar

Kabupaten Konawe Utara, dengan berdalll tanpa ada pelanggaran ringan atau findakan

hukum pidana yang menyangkut penggugat dan tidak adn yang melanggn

r indakan hukum

apa pun serta ketentuan dan aturan yang borlaku |

Menimbang, bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 10 dan Pagal 14 ayat (1), (2),

(3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan

-

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabalan Struklural ;

Pasal 10 menentukan ;
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan darl jabatan struktural karona |
a. mengundurkan diri dari jabatan yang dicludukinya;

b. mencapai batas usia pensiun;
¢. diberhentikan sebagai Pogawal Nogori SIpli;

d. diangkat dalam jabatan struklural lain atau jabatan fungslonal;
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*’5 e. culf diluar tanggungan regers, kecuall cull dilar fanggungan negara karena
persalinamn:

£ tugas belgjar lebit cart € (anam) dulam:
g. adanya perampingan organiast pemeninial
h. bidak memenuii persyaratan kesehatan jasmani dan roheni; atal

/ riaku.
i, hal-hal lsin yang ditentuken dalam peraturan perundang-undangail yang be

pasal 14 ayat (1), (2, (3), (4) dan (3) menentukan,;

i , dan
(1) Untuk menjamin kuslitss dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan

pemberhentian Pegawal Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Ese!o: [
‘ : ; i n
ke bawsh di selisp instansi dibentuk Badan Ppertimbangan Jabatan aa

Kepangkatan, selenjutnya disebut Baperjakat.
(2) Baperjakat terdir dan:

a. Baperjakat Instansi Pusat;

b. Baperakat Instansi Daerah Propinsi;

¢c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

3) P bentukan Bapeqakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh:
(3) Pem

a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;

b iabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah
. pej

Propinsi;

iabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah
c. peja

Kabupaten/Kota.
kok Baperakat Instansi Pusat dan Bapernjakat Instansi Daer.ah ;
bupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina

Pejabat  Pembina Kepegawaian Daerah
pemindahan, dan

(4) Tugas po
Propinsi/Ka
Kepegawaian Pusat dan

Propins:’/Kabupafen/Kora dalam  pengangkatan,

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon Il ke bawah.

(5) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Baperjakat
pertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang
dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural,
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Menimbang, bahwa dari uraian di atas apabila di kaitkan dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor :100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Sipil
Dalam Jabatan Struktural sebagaimana terurai dalam Pertimbangan Hukum diatas, maka

Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mendasari aspek Prosedur penerbitkan

objek sangketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangn di atas Majelis Hakim
berkesimpulan menurut hukum bahwa sekalipun Tergugat mempunyai kewenangan
menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sangketa namun kewenangan tersebut

tetaplah harus didasarkan pada prosedur formal dalam proses penerbitan keputasan a qou ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan
pendapat Dr. S.E. Marbun, S.H., M.H. bahwa suatu keputusan dinyatakan sebagai
keputusan yang sah (rechtgeldig beschikking) apabila memenuhi syarat-syarat yaitu salah
satunya adalah bentuk dan prosedur pembuatan (rechtmatige). Suatu keputusan harus
diberi bentuk dan prosedur pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut sehingga memenuhi syarat-syarat formil
yang mencakup : a).prosedur cara pembuatannya, b). bentuk keputusan, dan c).
pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Suatu keputusan harus dibuat sesuai dengan

prosedur cara pembuatannya dan apabila tidak diikuti maka keputusan itu akan menjadi

batal;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dari segi
subtansi yang berkaitan dengan objek sangketa a qou, bahwa tindakan Tergugat telah

mengeluarkan Keputusan bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang

Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator

lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran
Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urur 1 atas nama
Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang
Pembina Utama Muda IVic, jabatan Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten
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Konawe Utara dan urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat [
golongan ruang Pembina Tk.l IV/b jabatan PIt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Kabupaten Konawe Utara (vide bukti P-1), dengan memberhentikan Penggugat darl

jabatan sruktural dan nonjobkan sebagai Staf Sekretariat Derah Kabupaten Konawe Utara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Peraturan Pemerintah R
Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor : 100

Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; ==-=-----

Pasal 7A ;
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam
jabatanstruktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-
kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pemah dan/atau masih

didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang

Presiden."”

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai penjabat strukttural esolon |I-B dengan
Pangkat / golongan ruang pembina utama Muda IV/c dengan adanya objek sangketa aqou
maka penggugat di berhentikan / nonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten
Konawe Utara, maka Tergugat seharusnya memberi jaminan kepada Penggugat untuk
memperhatikan arah pengembangan Karier dan diangkat jabatan struktural lain yang

setingkat lebih tinggi atau setidaknya di pindahakan secara mutasi jabatan struktural yang

setara dengan jabatan yang semula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa Tergugat telah melanggar pasal 7A Peraturan Pemerintahan Nomor ;13 Tahun 2002

tentang perubahan atas Pereturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Maka dari itu obyek

sengketa (bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat terbukti mengandung cacat yuridis dari

aspek material substansial ;
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A Menimbang, bahwa dari uraian hukum di atas akhimya Pengadilan berpendapat darl
aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sangketa a gou bertentangan Peraturan
pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintahan Nomor :13 Tahun 2002 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintahan Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawal
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
khususnya Asas Kecermatan, maka beralasan hukum keputusan objek sangketa a qou

dinyatakan batal sehingga gugugatan penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas
obyek sengketa (bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Konawe Utara
beralasan hukum dinyatakan batal, maka sesuai kentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9)
Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara kepada
Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa serta merehabilitasi/memulihkan

nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan

semula sesuai dengan peraturan hukum berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum
acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewifs)
yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107
Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas
menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,
maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan
penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk
mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti
yang ada relevansi dengan sengketa ini sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;—-——-—-

perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 34 dari 38 halaman
= .

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



esia

5o Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untul
seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomo : 5 Tahun 1286 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang

jumlahnya sebagimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1936 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum !zin ya2ng

bersangkutan ;

MENGADILI;

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa
Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang
Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan
administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya
dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018
pada nomor wurur 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip :
196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IVic,
jabatan Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara,
jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan urut 2
atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang
Pembina Tk.I IV/b jabatan Pit Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Kabupaten Konawe Utara;
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3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tzia Uszhz Negarz vand
diterbitkan berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor - 423 Tahun 2073
Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pret=me dan 25330
administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utzra, khususnyz
dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018

pada nomor wurur 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, WLSL WNip :

196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Miuda IVic,

jabatan Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konzws Utrz,

jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konaws Utara dan url z

atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruand

Pembina Tk.! IV/b jabatan Pit Kepala Dinas Pemuda dan Oiah Raga Kzbupzt=n

Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintzhan dan Kasrz

Kabupaten Konawe Utara;

i fitkan namz Saik
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasifmemulinkan

S5 Tigs k=agaT
Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabainya sebagaimana ksasaan

semula;
, It T 1 T T = Tl
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang fimbul dalam sengksiz 11!

by Limz RS
sejumlah Rp.1. 181. 500.- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Lim=

Rupiah);

jel: i = ilan T=2
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadi

pada hari Senin tanggal 15 Okdober 2018 Olsh ¥ami

LUTFL SH, dan FAIZAL KAMAI UDIN

Usaha Negara Kendari

NUR AKTI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis.

| i i F Jmkan SaEm
U TFI SH MH maSil lg-masing sebagal Hakim Aﬂgtha- utusan dit 1
] 1 '

. 5 ‘ o 2012
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Okiober 207

diatas dengan dibantu oleh H. JAR'AN KADIR, SH

persidangan

oleh Majelis Hakim tersebut
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agai Pani i iri
sebad nitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri

oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri-oleh Tergugat ;

Hakim Anagota
agota, Ketua Majelis Hakim,

-

LUTFI. SH

Hakim Anggota,

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH

Panitera Pengganti,

| H. JARAN|KADIR, SH
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n Biaya Perkara .

] I,m‘ltliv‘

glaya Gugatan o Rp. 80000,

playa Proses ATK . Rp. 150.000,-

pgnggilan : Rp. 987.500,-
vateral : Rp. 6.000,-
Redaksi :  Rp. 5.000,-.
Leges . Rp.__3.000-
Jumlah :  Rp. 1.181.500,-

(Satu Juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) |
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